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Tesis ini akan membahas mengenai kekonsistenan program 
transmigrasi yang di dibuat oleh pemerintah, serta kebijakan-
kebijakan pemerintah daerah terlebih khusus di Provinsi Papua 
yang mengeluarkan kebijakan yang berasas Diskresi dengan 
memberlakukan peraturan daerah provinsi No. 15 tahun 2008 
Tentang Kependudukan berdasarkan Undang – Undang No. 21 
Tahun 2001 Tentang otonomi khusus bagi Papua, di mana perda 
tersebut mengatur program-program yang di buat oleh 
pemerintah pusat salah satunya adalah pengaturan tentang 
program transmigrasi. Berbicara mengenai transmigrasi 
merupakan program pembangunan yang diamanatkan Undang -
Undang No. 15 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi 
Undang - Undang No. 29 Tahun 2009, memiliki tujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat di 
sekitarnya, meningkatkan dan memeratakan pembangunan 
daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. 
Program-program yang dikembangkan diantaranya adalah 
pengembangan kesempatan berusaha terutama di sektor 
pertanian, distribusi aset berupa lahan dan perumahan, 
pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, serta 
pengembangan aksesibilitas terhadap faktor produksi, seperti 





Namun secara ekstrem posisi penulis justru berpandangan 
dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terlebih 
khusus di Papua dengan mengeluarkan pengaturan diskresi pada 
peraturan-peraturan daerah No. 15 tahun 2008 tentang 
Kependudukan yang menghambat jalannya program-program 
pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, 
mengingat bahwa Negara Kita merupakan negara Hierarki 
sehingga setiap daerah dapat membuat yang boleh membuat 
peraturan daerahnya masing-masing asalkan tidak bertentangan 
dengan peraturan lebih tinggi atau  bertentangan dengan 
kepentingan umum., walaupun adanya pemerian otonomi khusus 
yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan 
prinsip negara kesatuan.  
Mengingat bahwa pemerintah yang memegang kekuasaan 
diskresi pada hakikatnya memegang kekuasaan amat besar, tetapi 
kekuasaan tersebut tidak demi dirinya sendiri atau demi 
kekuasaan itu sendiri. Karena itu tidak salah ketika jhon Locke 
mengklaim bahwa pemerintah memiliki kapasitas: “to act 
according to discretion, for the publick good, without the 
prescription of the law, and sometimes even against it”  namun 
penulis beranggapan bahwa setiap tindakan diskresi yang di buat 
oleh pemerintah harus dilakukan untuk kepentingan bersama dan 
tidak bertangan dengan kepentingan umun. Sehingga dari Bab-
perbab pada tesis ini dapat di perjelas, mengenai pelaksaan 




pusat-di daerah- daerah dengan melihat peraturan yang berlaku 
peraturan pada tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. 
 
Salatiga, 20 Agustus 2017 
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Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis berkaitan 
dengan program transmigrasi yang merupakan program 
pemerintah dalam rangka pembangunan yang diamanatkan 
Undang - Undang No. 15 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah 
menjadi Undang - Undang No. 29 Tahun 2009, memiliki tujuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat 
di sekitarnya, meningkatkan dan memeratakan pembangunan 
daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. 
Program-program yang dikembangkan diantaranya adalah 
pengembangan kesempatan berusaha terutama di sektor 
pertanian, distribusi aset berupa lahan dan perumahan, 
pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, serta 
pengembangan aksesibilitas terhadap faktor produksi, seperti 
pembangunan sarana jalan, kelembagaan ekonomi, dan 
permodalan. 
Mendudukkan transmigrasi sebagai salah satu solusi bagi 
permasalahan pemerataan pembangunan merupakan satu 
kebijakan yang tepat, mengingat program ini terbukti mampu 
menciptakan kesempatan berusaha dan mengembangkan kualitas 
sumber daya manusia. Selain itu, transmigrasi telah terbukti dapat 
membangun atau mendorong berkembangnya pusat-pusat 
pertumbuhan baru yang akan memberikan dampak positif bagi 
kondisi perekonomian masyarakat di sekitarnya. Jika dicermati 
secara seksama, menjadi suatu keanehan kemudian apabila 
program kerja yang dicanangkan oleh pemerintah pusat pada 
akhirnya ‘dijegal’ oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan 
mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 15 Tahun 
2008 Tentang kependudukan dengan menggunakan asas Diskresi.  
Hal ini tentu saja terdapat unsur pembangkangan terhadap 
kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Dalam 
hierarki penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat 
dengan Pemerintah Daerah yang kemudian dibingkai dalam 
konstruk otonomi daerah, idealnya adalah Pemerintah Daerah 
merupakan perpanjangan tangan atas kebijakan-kebijakan 




memastikan keberhasilan dan kesuksesan program yang 
merupakan kebijakan pemerintah pusat dimaksud. Sambil 
menunggu 20 juta Jiwa Pemerintah Provinsi Papua membuat 
suatu  program yang sama persis dengan transmigrasi namun di 
lakukan untuk masyarakat Lokal (Translok). Dengan demikian, 
dapat dipastikan bahwa Perda terkait larangan transmigrasi 
tersebut merupakan produk hukum yang cacat hukum dan 
cenderung bertentangan dengan regulasi yang berada di atasnya. 
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